Menimbang

Mengingat

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja

serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi
pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama
dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2018-
2023;

. bahwa penetapan indiktor kinerja utama di lingkungan

Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Kota Lubukinggau Tahun 20 18-2023;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4114},

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3.Peraturan ‘P



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
keuangan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

8. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Petetapan
Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah:;

9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 16);

10.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4},

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
' KINERJA UTAMA DI PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

TAHUN 2018-2023.

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

4.Dewan¢’.

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah DPRD Kota Lubuklinggau.

5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah
organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau yang bertanggungjawab kepada Walikota dan
membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, dan
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Twuan penetapan indikator kinerja utama dilingkungan
Pemerintah Kota adalah:

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja
secara baik; dan

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

Pasal 3
Setiap OPD wajib menetapkan indikator kinerja utama
dilingkungan masing-masing.

BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 4

(1) Naskah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tahun
2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

(2) Penetapan Indikator Kinerja OPD ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala OPD dengan mempertimbangkan beberapa
hal yaitu:

a.dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional/Daerah, Rencana Strategis Organisasi, dan
dokumen perencanaan lainnya yang relevan;

b. indikator Kinerja Pemerintah Kota;

c. bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan ,
tugas pokok dan fungsi serta peran lainnya;

d.kebutuhanb



d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja; dan

e. kebutuhan data statistik pemerintah.

(3) Pemilihan indikator kinerja utama berdasarkan kriteria
sebagai berikut :

a.

b.

C.

spesifik;
dapat dicapai;
relevan;

dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu vang
diukur; dan

dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB III
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

(1) Indikator kinerja utama Pemerintah Kota tahun 2018-2023
digunakan untuk :

a.

b.

perencanaan jangka menengah;

perencanaan tahunan;

- penyusunan dokumen Penetapan Kinerja;

- penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

evaluasi kinerja Pemerintah Kota dan evaluasi kinerja
OPD dilingkungan Pemerintah Kota; dan

pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan.

(2) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan
Peraturan Walikota ini, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau
diberikan tugas:

a.

b.

melakukan pengendalian dan pemantauan atas rencana
kerja program OPD dilingkungan Pemerintah Kota;

melakukan evaluasi atas capaian Kinerja Pemerintah Kota
dan setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kota setiap
tahun; dan

. melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja

masing-masing kegiatan pada OPD secara triwulanan.

BAB b



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota
Lubuklinggau Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
Tahun 2013-2017 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013
Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, % Maret + 2019

WALIKOFA LUBUKLINGGAU,

H. S.N NA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 19 Mard 20
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

-

RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR .10



dvd depe)

elesmrred

avd [eyoy yepum|y ElesimLIEd SBUL b .
900 1 ¥ CETRSTA alG0F (57 E0] T URi oISl F TR oI o oy T AR 'a o ejesimLied 10198 1SNQLITUOY| uvduequaduad eAuyesSuruapy 3
UBLISNPULID]
uep ueduelepiag seulq HESEMES] WRIRR Npur UesEmE BAUNMIUSCID :
dueny ueejeusg snpt 1p undueqra) Fued 1msnp yepunp Fasnpi A A=, 2
(nenimny) urnui) ueelioyad seur(|
msnpu uesemey] Ueidiosey wensss sep) veunduequiad ruRoULy
(anury) .ﬂwuwowmummﬂaxw.:m“mzmwwwﬁ (g: ue et B LI UBSEME nreq rouoya jesnd-jesnd yepun oAbt |
b ﬁmﬁﬁﬂ»ﬁo& W&%&ﬂm ﬁm mu M:Wuz% ﬁ:wwwwm E,m.u ?M%ﬁw .uv_nwmwﬂmaum.m HWH(} UReRoing SPud A wl B ! Eli ueduequiaduad eduyesduiuapy E
Md yerwng) yede(im TEIRL e at e yeshd uedunqnyIag seu
i Fuedepiad
(T-U 4 10dUT-100533 Te[IN HEERSIDR] 0 roduwir-sodsyo) ueduedepiad eoein Heraep ue p 5
900 ¥ (T-0 Q¥ J0dWi-10dsyF e J- (4 [ Jodur-1odssya eqif ) uep uesuedepiad seulc ¥ ( ' 1) p N eoeiou AU ENSUIUD s
(1-u unyes guad 1epn)-(u unyer gyad e S w;.:.n_ 557 TR Jisnpuoy Jued sesoaur | b
n 1. UBUBAR[D TR[IN DI ey g ; .
[EPOI UBUIZUC UL SEI( uep Byesn wipjl eAupninmiag
(teseso[es1a) FUBA BUETRIOQ RN 1R)11R MIFUO, 9G]+ (1LIels o] duek
[es1o] eAepnq yerung, s+ (reuy sjede] 2oy smes (reqru) TONSL0%0 L+ (1opuan Smiod wep £a1008
uBBABPIdqUIA SHIPULQ[)+(1opuan ueunfuequiag SHapUL QO] )+((eAepems i % syapu| ISEINOWI(] URIZPESIN SHopu| - ; S
Mo e dsw wedisn1eg,S 1) {ueunSuequad weTep myye weiadiaq esdueg uenjesoy 10juey [IA1D uBIBpRS3Y BAURBUIUS)
Sued epnurad ISRIUISIO,%S [)+Hn[rwad weep yrruad 5SeIU0810,040¢)
| sejEIag
(0z-58) (U Y -XeWHHY) UeIRISIY SBUL(] syapu] URIBYISOY s¥HopU] Bued jeyeredsew uelByosIy e
(0Z-HHV) = (UTWHHY-HHY) Jeleiop eAuexguiuap
(0-s1) (0-81) Z

(0-STd) = STl

ueeAepngoayy
uep UBRMIPIPUDY SBUILC]

£C0C-810C¢ NNHV.L NVODONITINGNT VILOM

HVILNIdAHNH 1A VIAV.LO VOAHANTD AOLVYIANTI NVAVLANH
ONV.INH.L
JOWON
AVOONITANGNT V.LOMITYVM NVANLYA
ZE.EE&J

610¢ NNHV.L Q) :

uenyeoduad syapuyj

1eyereisew
uesipipuad jere) eAuieyduruapy




i SEAOU] g UENpESUad UBp ISE)NSUON'S ddis  BUBILSEI] S——" ————"y )
BURIES ¢ WIS QWSRUOISAJOL] 7 tpueiedd ueseigoy 1 : sedsy 9 ueduap URIDB(] JBLIZDG syapu| (ddD) qng veuedepd syopu| senpeny eAuIeSuL 9]
yeioe( yeuioung eped [ g ueduswoy] senfeay mepw jedepp ddi - : ) :
El0p sy madoguy dnpry ueSumydur] seu s¥opu dnpiy ueSuny8ury sejeny syopu ussioed dnpy | .
syopul)+(0408 X BIEPN SEITENY SHIPUL)+(9%0E X Iy Selreny syapuj) P = = AR PIH U SEifen Syopul uedunygur sejeny eduedeln], &l
2 ueejoyiad ueuedeed prepue BsE
IBSE(] ANP{OSELU] UBYRINGI)| BURIUFY dueny ueejBUS] % (ueejoy [od prepueig) lesep o
% urmnurn ueelIayad seur ddS 1BNsS9s INPNISEIUT 9SEJUISID] Iy naseldjul BAujeySutuap
.. ; UBIITNULIY] UESEMEY| ynuin ISexipuns) ues ueunynuiad vep veyewmaad |
o ogn s ULI3 ], UBSEMEY SENT] - ]9 .
(rferoy Eﬁmmﬁ”ﬁ__mm m_.mm“_chﬂwﬁ_ :Mm% Bmxb A SE A D UBYBILID | SBUL(] % uesemey ueuedueuad 0SBIUISIO] I nselul eAujeyduruap el
SEN] d
{1
o seppowioy) uedued upymngay| yepun|
193] SEHpOo ) ) : . yerep | .
tegied neepasiaroy (qein] =1 wedue | uBuByeO) SBUL(] o1sEY uedued uedrnemnooy orsey - ueuByeloy eAuyenSuap Gl
o seyrpowtoy) uedued uednynosy oisey
z I7E ee [21S0g SBUL(] syopu (zd) veunisiwoy ueyeteday sxyopu]
_Hﬂ , \.‘\g T =
ol F o & =z ; b _l
Z | S
= [BISOG SBUIC] SRPL] (1d) UBUDR{SIWDY UBWE[EPIY SHOPU]
ol BT E [msos uegunpuipzad
seyeny efujeyBuruap | T 1
a (endeg eredro], 1p119q eARQ) 9EF L00T U
($z0z uPeiag eviese] p ag vARA) Z5E7LE 97 T HEN . N
(sde) 3 s3opu| uerenpdus syopu| . s il 01
(unw endeyiad uerenpduog-xew vydestod verenjasuad) UBLIS NPULID] [[2q eAep eAujeyduiuap
{uir eydes{iod ueIenPdua - eydepod terenoaus ) uep ueSueepio | seu|
vlaay ueyeuy yepamf ‘ueelroyedeus|oy SeuI([ o ueingdueduod jeydul uemmddueduad eAuunnua i
d Iexell], W
L0011 X uendduesus qejun] = 141




HHOS VelLNd VNVl ‘H

‘NYOONITINGNT VLOAITY M

(ueSuepun-3uepunio UBINJEIdJ ISESIUOINUIS UBD ISESIUOULIEL]

1SEDOI]

uejelday wep ueinynduod nsey yeepe jeseredsep uesendoy syopup

ISEIUOSIN, %0 1) + (d1STY S3PPULLOT) + (01.3ANd ISEUIojU] UeenqIaay BISNUEBR BAR( R
SHOPUL%GT) + (01,A8S SHPPUL%ST) + ((1opn jede) 1sFuny jeda) sestuedio Taquing ueSuequIsFag b e e sensedey ehuesuuop | S
ISBIUISIA]) URESRUIN40T) + (SENBUOISIJOI] SYRPULY%0E) = €31 uep ueremedadoy uepeq
( 06 °V 06708 046 04-09 " -0S 0 0S-08 ‘A 0€-0) BIULISWID [PaEITEE
VV 001-06 'V 06-08 ‘dd 08-0£ ‘€ 04-09 D0 09-0S D 05-0¢ 1 0£-0 . - I yey 2 wEn_ wep yrsasq 94 veyeyumawad | *2 1
. e e : HOUDT SERIQRUIY 3eSULL ueereddusjeduad vAuje3UILSN
ERIRNYAURWIN VS ISENeAs :
‘exgue ed £
exdue ednraq jexeredsely uesendsy pang A syopul jexeIedsep uesenday syapu]




